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Abstrak
 

Seperti diketahui pokok tujuan dari perkawinan adalah bersama-sama hidup pada satu masyarakat dalam

suatu ikatan perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa ikatan

perkawinan akan membawa akibat pada suami-isteri, yaitu timbulnya hak dan kewajiban suamiisteri, harta

benda perkawinan, kedudukkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.Pada prinsipnya dalam

hukum Islam tidak mengenal adanya istilah harta bersama. Harta benda dalam perkawinan bagi suami-isteri

merupakan suatu masalah yang pokok. Hal itu karena harta benda mempunyai pengaruh yang besar terhadap

kehidupan keluarga. Harta benda suami-isteri dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan, pasal 35, 36, dan 37. Sedangkan menurut hukum Islam, suami dan isteri

mempunyai kekayaan masing-masing, misalnya barangbarang yang mereka dapat dari hibah dan warisan.

Dalam hal ini kekuasan terhadap barang-barang tersebut tetap berada di pihak yang mempunyai barang-

barang tersebut. Mengenai harta kekayaan suami-isteri tidak saling beban membebani, yang artinya dalam

hukum Islam harta bawaan masing-masing, tetap menjadi milik dan dibawah kekuasaan masing-masing.

Dalam hal kedua belah pihak akan mengadakan penggabungan harta bawaan tersebut, maka penggabungan

harta itu diperbolehkan dan sangat dianjurkan. Bentuk penggabungan dan penyatuan harta itu dilakukan

dengan syirkah (perkongsian).
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